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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai fokus dan 

subfokus penelitian terkait diperoleh kesimpulan sebagai berikut.  

1. Pemekaran Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone 

Bolango yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik telah terlaksana dengan efektif. Hal ini didukung dengan 

pemahaman progam terkait pelayanan publik yang telah dipahami dengan 

cukup baik, ketepatan sasaran pada pelayanan yang sudah tepat, ketepatan 

waktu pelayanan yang sudah tepat, tercapainya tujuan yang telah berjalan 

sebagaimana mestinya, serta perubahan nyata pada pelayanan yang 

terlaksana dengan  baik. 

2. Faktor Yang Menentukan Efektivitas Pemekaran Desa Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango 

Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun perlu peningkatan 

pada penyediaan sarana prasarana yang masih kurang memadai. 

5.2 Saran 

Berdasarkan berbagai kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka 

terdapat beberapa saran yakni sebagai berikut.  

1. Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di 

Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. 
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Dalam proses peningkatan layanan publik, hal penting yang perlu 

diperhatikan yakni pada peningkatan kemampuan daya tanggap dari pihak 

pemberi layanan sehingga diharapkan dapat beradaptasi dengan tugas-

tugas baru. 

2. Faktor Yang Menentukan Efektivitas Pemekaran Desa Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Lamahu Kecamatan Bulango 

Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini, pada pemerintah desa 

diharapkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai sebagai penunjang berbagai pekerjaan pihak pemerintah desa 

sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin membaik ke depannya.  
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